







       Setelah dilakukan pembahasan terhadap Peran Kepolisian Dalam 
Penyidikan Tindak Pidana Penadahan Mobil Di Wilayah D.I.Yogyakarta, 
Maka : 
1. Peran Polda D.I.Yogyakarta dalam tindak pidana penadahan mobil 
dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif 
belum dilakukan oleh pihak kepolisian Polda D.I.Yogyakarta. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima 
edukasi atau sosialisasi tentang tindak pidana penadahan yang 
diberikan oleh pihak Polda D.I.Yogyakarta. Tindakan represif 
berhubungan erat dengan penegakan hukum, yang dalam penelitian ini 
hanya menekankan pada proses penyidikan.  Peran kepolisian dalam 
melakukan penyidikan kasus penadahan mobil yang terdapat di 
wilayah D.I.Yogyakarta pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP 
dan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana. Meskipun masih ada beberapa tahap 
penyidikan yang dilakukan tidak selalu sesuai ketentuan, namun 
disesuaikan dengan situasi lapangan. Ketentuan tersebut antara lain 
Pasal 17 ayat (1) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. Dalam 
beberapa kasus tindak pidana penadahan pembuatan rencana 







telah selesai dibuat. Ketentuan yang kedua adalah Pasal 18 ayat (1) 
KUHAP dan Pasal 33 ayat (2) PERKAP POLRI No. 14 Tahun 2012. 
Beberapa penangkapan dalam tindak pidana penadahan, dalam 
praktiknya di Polda D.I.Yogyakarta tidak disertai dengan surat 
perintah penangkapan. Hal ini disebabkan karena masih ada faktor-
faktor yang mempengaruhi berjalannya proses penyidikan. 
2. Proses penyidikan tindak pidana penadahan mobil  tidak selalu 
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sering kali polisi 
mengalami kendala dalam memproses perkara tindak pidana 
penadahan mobil diantaranya :  
a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang hendak digunakan 
sebagai dasar untuk melanjutkan proses pidana. 
b. Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak 
pidana penadahan mengalami kesulitan, dikarenakan tempat 
pelarian berada di daerah yang terpencil. 
c. Adanya keterbatasan personil yang profesional. 
B. SARAN 
       Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 
berupa saran-saran sebagai berikut : 
1. Penadahan termasuk dalam delik umum, sudah seharusnya polisi 
berperan aktif dalam memberantas tindak pidana penadahan, sehingga 








2. Polisi sebaiknya memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait 
tentang larangan membeli barang-barang hasil tindak pidana dan 
tanda-tanda untuk mengenali barang-barang hasil tindak pidana yang 
dijual dipasaran. 
3. Polisi harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang 
ditemukan dalam penyidikan, sehingga kasus tersebut dapat secepatnya 
terselesaikan. 
4. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana penadahan harus dapat 
menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit kemungkinannya untuk 
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